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BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN .
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH =
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kediri

Tahun Anggaran 2014;
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Mengingat  :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4421):
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Pefmusyoworofon Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Képalo Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah divbah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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79, Peraturan Pemerintgh Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

23.

24,

25,

26.
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28.

29,
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Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerinfahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negard Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); |
Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negard Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negard Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor 5272);
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional padd

Fasilitas Kesehatan Tingjkcﬁ Perfama Milik Pemerintah Daerah;

)




30.

al.

32,

33.

34.

35.

36.
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38.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ’renfcméi
Pedoman F’engelbloon Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang
Pedcrran dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Pembagian Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun Anggaran 2013; _

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang
Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 16 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Seri E) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir d'engon Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32);
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40,

42,

43.
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vii
Peraturan Daerah Kabupaten Kedii Nomor 10 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 90);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajaok Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kedii Nomor 12 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 112);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 ftentang

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kedii Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 95);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 93);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempo’r: Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 96);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Retfribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97)sebagaimana telah divbah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten -Kediri Nomor 4 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 134);
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46.

47.
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49,

50.

viii
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran
Daoerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 100);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Retribusi 1zin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 101);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 102);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Refribusi  Pengujian Kendaran Bermotor (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Daerah Kobupo’ren Kediri Nomor 103) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 135);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 104);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kediri NOomor 25 Tahun 2011 fentang

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daeran Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaien Kedii Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 136).

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Refribusi Pelayanan Persgmpohon/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 108);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 109);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi 1zin Mendirikon Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 110);

peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi 1zin Gongguon (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Normor 115); |

peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 fentang
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 125);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 1 ¥
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014

Nomor 3):
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Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014,

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  berupa laporan
keuangan memuat :
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan

usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2

Laporan Readlisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.065.936.833.905,17
b. Belanja Rp. 1.826.897.142.025,39 _

Surplus / Defisit _Rp. 239.039.691.879.78
c.. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 413.030.795.206,27

- Pengeluaran Rp. 13.525.169.715,70

Pembiayaan Neto Rp. 399.505.625.490,57
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Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Selisih  Anggaran dengan  Redlisasi Pendapatan sejumlah
Rp. 76.572.754.995,77 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.1.989.364.078.909,40
b. Realisasi Rp.2.065.936.833.905,17
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 76.572.754.995,77
Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp.(573.509.354.065,28) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 2.400.406.496.090,67
b. Realisasi Rp. 1.826.897.142.025.39
Selisin lebih/(kurang) Rp. (573.509.354.065,28)
Selisih Anggaran dengan  Redlisasi Surplus/Defisit  sejumlah
Rp.650.082.109.061,05 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit Setelah Perubahan Rp. (411 .042.41 7.181,27)
b. Realisasi Rp. 239.039.691.879.78
Selisih lebih / (kurang) Rp. 650.082.109.061,05

Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
sejumlah Rp.(26.021.621 .975,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp.439.052.41 7.181,27
b. Realisasi | Rp.413.030.795.206,27
Selisih lebih / (kurang) ' Rp. (26.021.621.975,00)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.(14.484.830.284,30) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan |

setelah perubahan Rp. 28.010.000.000,00
b. Realisasi Rp. 13.525.169.715,70
Selisin lebih / (kurang) " Rp. (14.484.830.284,30)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netfo sejumlah

Rp. (11.536.791.690,70) dengan fincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan - Rp. 411.042.417.181,27
b. Realisasi Rp. 399.505.625.490,57

selisih lebih / (kurang) Rp. (11.536.791.690,70)
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Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per

31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 3.814.717.596.174,19

b. Jumlah Kewajiban Rp. 3.866.641.970,01

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 3.810.850.954.204,18
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢

sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal 1 Januari 2014 Rp. 382.931.910.367.89

b. Arus kas dari aktivitas operasi ‘ Rp. 525.755.143.621,72

c. Arus kas dari investasi aset non keuangan  Rp. (314.073.387.996,00)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (11.196.226.070,00)

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 139.487.680,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2014 Rp. 583.556.927.603,61
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran | . Laporan reolisasi anggaran;
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan readlisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah

dan organisasi;
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Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran .10

Lampiran [.11

Lampiran 1.12

b. Lampiran |l

c. Lampiran |l

d. Lampiran IV

xiii
Rincian  laporan redlisasi  anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi,  program  dan
kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan
doerah dan fungsi dalom kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah;

Daftar  realisasi  penambahan  dan
pengurangan aset tetap daerah;

Daftar  readlisasi  penambahan  dan
pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
onggoron berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjoman daerah dan obligasi
daerah;

lkhtisar laporan keuangan perusahaan
daerah aktiva, kewajiban dan ekuitas
dana. “

Neraca

Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan




Xiv
Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2) terdiri dari:

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;

b. lkthisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri.

Di’refo pkon di Kediri

;
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